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KONSEP 

P U T U S A N 

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku 

Utara yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding 

telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:  

Nama lengkap : MELKI SIKAWI; 

Tempat lahir : Desa Gisi; 

Umur /tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Mei 1978; 

Jenis kelamin : Laki-laki; 

Kebangsaan/  : Indonesia; 

Agama : Kristen Protestan; 

Tempat tinggal : Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara 

Kabupaten Halmahera Utara (N.I.K. 

82030916057800002). 

Pekerjaan 

Pendidikan 

: 

: 

Kepala Desa Gisi; 

SMA / Sederajat (Tamat); 

 

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: 

1. Penyidik sejak 20 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024 di 

Rumah Tahanan Kelas II B Ternate; 

2. Penuntut Umum sejak 28 Februari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 

di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate; 

3. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 06 

Maret 2024 sampai dengan 04 April 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B 

Ternate;  

4. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan 

Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate 

sejak 05 April 2024  sampai dengan 03 Juni 2024;  

5. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate  

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara  

sejak 04 Juni 2024 sampai dengan 03 Juli 2024 ; 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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6. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan 

Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara  sejak 04 Juli 2024 

sampai dengan 02 Agustus 2024 ; 

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 10 Juli 

2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus; 

8. Perpanjangan penahanan  oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, 

sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;  

 

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 

Firdaus Masanae, S.H., Oktavianus Leki, S.H.,  Advokat dari Firdaus 

Masanae,S.H., dan rekan berkantor di Jalan Raya Desa Tedeng Kecamatan 

Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15/SKK-

PID/FMR/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, dan telah didaftarkan pada 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 8 Maret 2024 

Register nomor 126/PAN.W28-U2/HK2.2/11/2024;  

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

 

PRIMAIR : 

Bahwa Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi                     

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 

141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan 

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara 

Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, pada kurun waktu 

antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 

atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, 

bertempat di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara 

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Maluku Utara pada 

Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang berwenang memeriksa dan 

memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan 

sedemikan rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, secara 

melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 

Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh 

tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut : 

1. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 

2021, pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera 

Utara terdapat anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), 

yang dijelaskan dengan sebagai berikut: 

a) Tahun Anggaran 2017 : 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2017 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tahun Anggaran 2018 : 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 761.156.000 (tujuh ratus enam 

puluh satu juta seratus lima puluh 

enam ribu rupiah) 

Rp. 226.800.394 (dua ratus dua 

puluh enam juta delapan ratus ribu 

tiga ratus sembilan puluh empat 

rupiah) 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2018 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 688.425.000 (enam ratus 

delapan puluh delapan juta empat 

ratus dua puluh lima ribu rupiah) 

Rp. 252.011.902 (dua ratus 

dua puluh enam juta delapan 

ratus ribu tiga ratus sembilan 

puluh empat rupiah) 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

 

c) Tahun Anggaran 2019 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2019 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tahun Anggaran 2020 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 753.081.000 (tujuh ratus lima 

puluh tiga juta delapan puluh satu 

ribu rupiah) 

Rp. 244.628.000 (dua ratus 

empat puluh empat juta enam 

ratus dua puluh delapan ribu 

rupiah) 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2020 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Tahun Anggaran 2021 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2021 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 668.492.000 (enam ratus enam puluh 

delapan juta empat ratus sembilan puluh 

dua ribu rupiah) 

Rp. 223.253.332 (dua ratus 

dua puluh dua tiga juta dua 

ratus lima puluh tiga ribu tiga 

ratus tiga puluh dua rupiah) 

Sumber anggaran melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

 

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dana Desa (DD) dan juga Anggaran Alokasi 

Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 

Anggaran 2021, Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera 

Utara, dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes), dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 882.943.000 (delapan ratus 

delapan puluh dua juta sembilan 

ratus empat puluh tiga ribu rupiah) 

Rp. 236.875.000 (dua ratus tiga 

puluh enam juta delapan ratus 

tujuh puluh lima ribu rupiah) 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Tahun 2017 : 

Tahun 2017 : 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Tahun 2018 : 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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3. Bahwa dari seluruh kegiatan dan / atau bentuk pengelolaan Anggaran Dana 

Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 

sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun  2017 sampai dengan 

Tahun 2021, dicairkan dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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KONSEP 

Tahun 2017 

2017 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 TAHAP I 
 Rp  

456.693.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 

Juni 2017 sebesar                Rp 146.022.000. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 31 

Mei 2018 sebesar              Rp 336.421.600 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/523/2017 

tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Nomor : 

412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 

336.421.600. 

3 TAHAP II 
 Rp  

304.462.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 

Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 

tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD 

JANUARI 

S/D APRIL 

2017 

Rp    

54.000.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 

April 2017 sebesar                  Rp 54.000.000. 

Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/090/2017 

tanggal 25 April 2017 sebesar Rp 54.000.000 

2 

ADD 

JANUARI 

S/D MEI 

2017 

Rp   

25.750.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 

Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 

tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

3 

ADD 

JANUARI 

S/D JUNI 

2017 

Rp    

41.165.794 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 

Juli 2017 sebesar Rp 41.165.794. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/522/2017 

tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 41.165.794 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

4 

ADD 

JANUARI 

S/D 

OKTOBER 

 Rp    

25.450.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 

Oktober 2017 sebesar  Rp 25.450.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/108/2017 

tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000 dari 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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KONSEP 

2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

5 

ADD JULI 

S/D 

DESEMBE

R 2017 

 Rp    

26.300.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 

Desember 2017 sebesar Rp 26.300.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/227/2017 

tanggal 28 November 2017 sebesar Rp 26.300.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 

6 

ADD 

DESEMBE

R 2018 

 Rp    

31.452.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 

Desember 2018 sebesar Rp 31.452.000. 

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 

Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 

tanggal 12 Desember 2018. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 

Tanggal 20 Desember 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018. 

 

Tahun 2018 

 

2018 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 TAHAP I 
 Rp  

137.685.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 

Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000. 

Kwitansi Pencairan Dana Desa 20% Pada Desa Gisi 

Tanggal 01 Maret 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah 

BKAD. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/328/2018 

Tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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KONSEP 

tanggal 27 Februari 2018.7.685.000. 

Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Juli 

2018 sebesar                      Rp 277.022.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/706/2018 

tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 1.652.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

2 TAHAP II 
 Rp  

275.370.000  

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 

Tanggal 02 Juli 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0181/SPM/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 tanggal 

02 Juli 2018. 

3 TAHAP III 
 Rp  

275.370.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 

Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018 sebesar 

Rp 275.370.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Perintah Pembayaran Nomor: 

0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 

tanggal 04 Desember 2018. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD 

JANUARI 

S/D  

MARET 

2018 

 Rp    

48.900.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 17 

April 2018 sebesar              Rp 48.900.000. 

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada 

Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 12 April 2018 dari 

Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/179/2018 Tanggal 12 

April 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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KONSEP 

Tanggal 16 April 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0110/SPM/404052/2018 tanggal 16 April 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 dari 

BKAD tanggal 16 Februari 2018. 

2 

ADD APRIL 

S/D MEI 

2018 

Rp    

47.334.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 07 

Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000] 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/326/2018 

tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

3 
ADD JUNI 

2018 

 Rp    

32.005.000  

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 25 Juni 

2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/633/2018 Tanggal 21 

Juni 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 

Tanggal 25 Juni 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0177/SPM/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 dari 

BKAD tanggal 25 Juni 2018. 

4 

ADD 

SEPTEMB

ER S/D 

NOVEMBE

R 2018 

Rp    

48.900.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 

Desember 2018 sebesar Rp 48.900.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018 sebesar 

Rp 48.900.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

5 

ADD 

DESEMBE

R 2018 

 Rp    

31.452.000  

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 

Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 

tanggal 12 Desember 2018. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 

Tanggal 20 Desember 2018. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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KONSEP 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018. 

 

Tahun 2019 

 

2019 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 TAHAP I 
 Rp  

150.616.200  

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 

0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019.  

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0067/SPM/404052/2019 tanggal 04 April 2019. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0067/SPM/404052/2018 tertanggal 04 April 2019 

tanggal 04 April 2019. 

2 TAHAP II 
 Rp  

301.232.400  

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 

301.232.400 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 

tanggal 02 Juli 2019. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0169/SPM/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0067/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2019 

tanggal 02 Juli 2019.  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 04 Juli 2019. 

3 TAHAP III 
 Rp  

301.232.400  

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 

0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 

2019. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0445/SPM/404052/2019 tanggal 25 November 

2019. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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KONSEP 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 

2019 tanggal 25 November 2019. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD APRIL 

s/d JUNI 

2019 

 Rp    

71.991.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp 71.991.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/388/2019 Tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 

71.991.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 

2019 tanggal 05 Agustus 2019. 

2 

ADD 

AGUSTUS 

S/D 

SEPTEMBER 

2019 

  Rp    

55.603.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019 sebesar 

Rp 55.603.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0331/SPM/404052/2019 tertanggal 23 Oktober 

2019 tanggal 23 Oktober 2019. 

3 

ADD 

NOVEMBER 

S/D 

DESEMBER 

2019 

  Rp    

41.684.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 20 Januari 2020 sebesar              Rp 

41.684.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019 

sebesar Rp 17.775.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019 

sebesar Rp 23.909.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

3 

ADD 

DESEMBER 

2019 

  Rp   

15.475.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp 

15.475.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/830/2019 tanggal 27 Desember 2019. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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KONSEP 

 

Tahun 2020 

 

2020 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 Tahap I 
Rp    

357.500.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

09 April 2020 sebesar          Rp 357.500.000 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020 sebesar Rp 

357.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

2 Tahap II 
Rp    

353.177.200 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

24 Juni 2020 sebesar Rp 132.441.500. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

24 September 2020 sebesar Rp 88.294.300. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

26 Agustus 2020 sebesar Rp 132.441.500. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 

130.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 

2.241.450 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (15%) Nomor 

: 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 21 September 2020 

sebesar Rp 48.600.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/076/2020 tangal 23 Juli 2020 sebesar Rp 

83.841.450. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/112/2020 tangal 21 September 2020 sebesar 

Rp 4.715.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (10%) Nomor 

: 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020 

sebesar Rp 83.579.300. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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KONSEP 

3 Tahap III 
Rp    

172.265.800 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

23 Desember 2020 sebesar Rp 172.265.800. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/ 

/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 

99.365.800. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 

sebesar Rp 72.900.000. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD 

JAN - 

MAR 

2020 

 Rp   

38.800.000  

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/088/2020 Tanggal 08 April 2020 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0163/SPP/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020.  

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0163/SPM/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 

tanggal 06 Mei 2020. 

2 

ADD 

MAR - 

APRIL 

2020 

 Rp    

45.500.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

08 Juli 2020 sebesar                Rp 45.500.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/215.2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp 

45.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0318/SPP/404052/2020 

tanggal 27 Agustus 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0381/SPM/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 

tanggal 01 September 2020. 

3 
ADD MEI 

2020 

 Rp    

19.200.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

23 September 2020 sebesar Rp 19.200.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 

19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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KONSEP 

dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 

tanggal 21 Juli 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0278/SPM/404052/2020 tanggal 22 Juli 2020. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0278/SPM/404052/2020 tertanggal 22 Juli 2020 

tanggal 22 Juli 2020. 

 

ADD 

JUNI S/D 

AGUSTU

S 2020 

 Rp 

57.600.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

01 Oktober 2020 sebesar Rp 57.600.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 

57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

4 

ADD 

SEPTEM

BER 

2020 

 Rp    

19.200.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

04 Desember 2020 sebesar Rp 19.200.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp 

19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 

tanggal 23 November 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0524/SPM/404052/2020 tanggal 23 November 2020. 

5 

ADD 

OKTOBE

R 2020 

 Rp    

19.200.000  

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0538/SPP/404052/2020 

tanggal 01 Desember 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0538/SPM/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020. 

6 

ADD 

OKTOBE

R 2020 

 Rp    

19.200.000  

Surat Permintaan PembayaranNomor: 

0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0543/SPM/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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KONSEP 

2020 tanggal 03 Desember 2020. 

 

Tahun 2021 

2021 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 Tahap I Rp 267.396.800 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 38.285.000. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 02 Agustus 2021 sebesar Rp 

57.600.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor 

: 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021 

sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor 

: 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar 

Rp 18.194.360 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021 sebesar 

Rp 141.917.440 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021 sebesar 

Rp 35.285.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor 

: 412.2/BLT/352/2021 sebesar Rp 43.200.000 

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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KONSEP 

Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor 

: 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021 

sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

2 Tahap II Rp 252.966.800 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 

195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 15 September 2021 sebesar Rp 

57.600.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/060/2021 sebesar Rp 195.396.800 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/BLT/II086/2021 tanggal 06 September 

2021 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

3 Tahap III Rp 105.725.333 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 

124.223.733. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021 

sebesar Rp 104.898.400 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 

62.525.333. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor 

: 412.2/BLT/III/290/2021 tanggal 01 Desember 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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KONSEP 

2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 
ADD JANUARI 

2021 
 Rp 19.200.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 19.200.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 

0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0030/SPM/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 

2021 tanggal 20 Mei 2021  

2 

ADD 

FEBRUARI 

2021 

 Rp 19.200.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar 

Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 

0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0026/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 

2021 tanggal 02 Juli 2021 

3 
ADD MARET 

2021 
 Rp 19.200.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar 

Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 

0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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KONSEP 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0027/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 

2021 tanggal 02 Juli 2021. 

4 
APRIL S/D JUNI 

2021 
 Rp 57.976.000  

Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan 

April s/d Juni Pada Desa Gisi Tanggal 05 

Oktober 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah 

BKAD. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/643/2021 Tanggal 28 September 2021 

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 

0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 

2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0181/SPM/404052/2021 tanggal 05 Oktober 

2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 

2021 tanggal 06 Oktober 2021. 

5 
ADD JULI S/D 

AGUSTUS 2021 
 Rp 38.650.667  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 29 November 2021 sebesar 

38.650.677. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/924/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 

sebesar Rp 38.650.667 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana 

Desa Bulan Juli s/d Agustus Pada Desa Gisi 

Tanggal 11 November 2021 dari Bendahara 

Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 

0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 

2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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KONSEP 

0354/SPM/404052/2021 tanggal 11 November 

2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0354/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 

2021 tanggal 25 November 2021. 

6 

ADD 

SEPTEMBER 

2021 

 Rp 19.325.333  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 

62.525.333. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/925/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 

sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana 

Desa Bulan September Pada Desa Gisi 

Tanggal 07 Desember 2021 dari Bendahara 

Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 

0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 

2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0405/SPM/404052/2021 tanggal 06 Desember 

2021. 

7 
ADD OKTOBER 

2021 
Rp 19.325.333 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 

124.223.733. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021 

sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

7 

ADD OKTOBER 

S/D 

NOVEMBER 

2021 

 Rp 38.650.667  

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 

0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 

2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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KONSEP 

2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0439/SPM/404052/2021 tanggal 21 Desember 

2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 

Desember 2021 tanggal 22 Desember 2021. 

 

4. Bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara 

Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh Bendahara Desa Saksi 

David Wadui, Sekretaris Desa saksi YEFTA KOTAMAYA, dan Terdakwa 

selaku Kepala Desa, namun setalah proses pencairan tersebut dilakukan, 

secara berlanjut sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun 

Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, selalu 

dikuasai dan dikelola sendiri Secara Melawan Hukum oleh Terdakwa, yang 

mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang 

terdapat dalam rumah pribadi milik Terdakwa. 

5. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang dengan sengaja secara 

berlanjut telah menyimpan dan/atau menguasai sejumlah uang Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun 

Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, secara nyata telah 

bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, Dimana ketentuan tersebut berbunyi : 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menata usahakan dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hal. 37 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya 

Terdakwa MELKI SIKAWI mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan 

tanggungjawab Saksi David Wadui selaku Bendahara Desa Gisi Kecamatan 

Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. 

6. Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi 

Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 

2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) Tahun  2017 sampai dengan Tahun 2021 proses pengerjaan 

pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainya, sampai dengan 

pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang dalam 

hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga 

Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara; 

7. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang dengan sengaja telah 

mengelola secara berlanjut dan membuat Laporan Pertanggungjawaban 

Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 

Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sendiri tanpa 

melibatkan Sekretaris Desa, secara nyata telah bertentangan dengan  Pasal 

5 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana ketentuan 

tersebut berbunyi : 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:  

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa;  

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB 

Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APB Desa;  

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa 

tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;  

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas 

PPKD; dan  

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya 

Terdakwa MELKI SIKAWI mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan 

tanggungjawab Saksi Yefta Kotamaya selaku Sekretaris Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. 

8. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI secara melawan hukum yang 

dengan sengaja menyimpan, menguasai sejumlah uang dan/atau 

mengelola serta membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan 

Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 

Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dimana 

dilakukan sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, 

menimbulkan permasalahan dalam tataran realisasi kegiatan, yang mana 

dapat dijelaskan dengan sebagai berikut : 

Tahun 2017 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan 

Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera 

Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan cara yang 

melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko 

dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa 

melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan 

fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-

toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk 

pembangunan fisik tersebut; 

c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang 

(yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 123.530.000 

(seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga 

terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 

661.051.394 (enam ratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu tiga 

ratus sembilan puluh empat rupiah); 

d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2017 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan 

dengan sebagai berikut : 

- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2017 

dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) 

sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); 

- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan 

- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa 

beserta keluarganya. 

Tahun 2018 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan 

Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera 

Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan cara yang 

melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko 

dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa 

melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan 

fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-

toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk 

pembangunan fisik tersebut; 

c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang 

(yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 258.794.000 (dua 

ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu 

rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan senilai Rp. 85.467.902 (delapan puluh lima juta 

empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah); 

d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2018 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan 

dengan sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2018 

dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) 

sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);\ 

- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan; 

- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa 

beserta keluarganya 

Tahun 2019 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan 

Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera 

Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan cara yang 

melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko 

dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa 

melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan 

fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-

toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk 

pembangunan fisik tersebut; 

c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang 

(yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 168.760.000 

(seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) 

dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

senilai Rp. 86.859.000 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima 

puluh sembilan ribu rupiah); 

d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2019 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan 

dengan sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2019 

dikerjakan oleh Saksi Jos Desius Anu (Staff pada kecamatan 

Loloda Utara) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); 

- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan; 

- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa 

beserta keluarganya; 

 

Tahun 2020 

 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan 

Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera 

Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan cara yang 

melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko 

dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa 

melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan 

fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-

toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk 

pembangunan fisik tersebut; 

c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang 

(yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 252.896.000 (dua 

ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu 

rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan senilai Rp. 189.229.000 (seratus delapan puluh 

sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2020 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan 

dengan sebagai berikut : 

 

- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 

dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) 

sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); 

- Terdakwa memperkaya diri sendiri dengan cara membeli sebidang 

lahan seluas 2 (dua) Hektar sejumlah Rp. 45.000.000 (empat 

puluh lima juta rupiah) (dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli 

Tanah dan Dusun Kelapa, Cenghke, dan Pala); 

- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan 

- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

Terdakwa beserta keluarganya 

 

Tahun 2021 

 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan 

Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera 

Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan cara yang 

melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko 

dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa 

melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan 

fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk 

pembangunan fisik tersebut; 

c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang 

(yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 178.042.000 

(seratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dan juga 

terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 

592.290.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan 

puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); 

d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2021 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan 

dengan sebagai berikut : 

- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 

dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) 

sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); 

- Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

- Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan 

- Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa 

beserta keluarganya 

9. Bahwa perbuatan Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 

Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sekaligus 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) 

sebagaimana telah diuraikan diatas, bertentangan dengan ketentuan 

Perundang-Undangan sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,                      

Pasal 3 ayat (1) : ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan” 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara,  Pasal 59 :  

Ayat (1) : “Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh 

tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 

berlaku” 

Ayat (2) : “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat 

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan 

Keuangan Negara wajib menganti kerugian tersebut” 

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 : 

Ayat (4) huruf d : “Kepala desa berkewajiban menaati dan menegakkan 

peraturan perundang – undangan” 

Ayat (4) huruf f : “Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata 

pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan 

efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme” 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dan APBN, Pasal 2 : “Dana Desa dikelola secara tertib, taat 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat setempat” 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 4 : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri 

atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan 

Pasal 8 Ayat (2) : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. (2) Kaur keuangan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun 

RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

f. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020  

Pasal 7 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas bantuan APBDes 

harus didukung dengan bukti lengkap dan sah” 

Pasal 7 ayat (2) : “Menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran 

material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud” 

g. Bahwa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa 

MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara 

Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun Anggaran 2017 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian 

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 

2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat 

puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan 

hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh 

Inspektorat Maluku Utara atas Laporan Hasil Audit Perhitungan 

Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi 

Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gisik Kecamatan 

Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2017,2018,2019,2020,2021 Nomor: 700.1.2.3/167/ITPROV Tanggal 11 

September 2023 dengan metode perbandingan dokumen 

pertanggungjawaban. 

 

Perbuatan Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dan sekaligus selaku 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  

 

SUBSIDIAIR : 

Bahwa Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi                     

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 

141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan 

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara 

Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, pada kurun waktu 

antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 

atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, 

bertempat di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara 

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Maluku Utara pada 

Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang berwenang memeriksa dan 

memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan 

sedemikan rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, telah 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebesar  Rp. 

2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh 

tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut : 

1. Bahwa Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi                     

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 

November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara 

tanggal 03 November 2017, Kepala Desa mempunyai tugas, kewenangan, 

dan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 06 Tahun 

2014 tentang Desa yaitu :  

 

Ayat (1) :  

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Ayat (2) :    

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

a. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa; 

b. menetapkan Peraturan Desa; 

c. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

d. membina kehidupan masyarakat Desa; 

e. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

f. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

g. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

h. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

j. memanfaatkan teknologi tepat guna; 

k. mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; 

l. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Ayat (3) : 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan 

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 

 

2. Bahwa selain melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Desa, Terdakwa 

MELKI SIKAWI juga bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa (PKPKD) dalam mengelola Dana Desa (DD) Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang berdasarkan 

ketentuan Pasal 3 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 diatur sebagai 

berikut : 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Ayat (1) : 

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam 

kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan 

Ayat (2) : 

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai kewenangan : 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;  

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB 

Desa; 

d. menetapkan PPKD;  

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;  

f. menyetujui RAK Desa; dan  

g. menyetujui SPP. 

 

3. Bahwa adapun rincian Anggaran Dana Desa (DD) dan juga Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Gisi sejak Tahun Anggaran 2017 

sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dapat dijelaskan dengan sebagai 

berikut : 

a) Tahun Anggaran 2017 : 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan 

Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara 

Tahun Anggaran 2017 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 761.156.000 (tujuh ratus enam puluh 

satu juta seratus lima puluh enam ribu 

rupiah) 

Rp. 226.800.394 (dua ratus dua puluh enam 

juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan 

puluh empat rupiah) 

Sumber anggaran melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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b) Tahun Anggaran 2018 : 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2018 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 688.425.000 (enam ratus 

delapan puluh delapan juta empat 

ratus dua puluh lima ribu rupiah) 

Rp. 252.011.902 (dua ratus dua 

puluh enam juta delapan ratus ribu 

tiga ratus sembilan puluh empat 

rupiah) 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

 

c) Tahun Anggaran 2019 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2019 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 753.081.000 (tujuh ratus lima puluh 

tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah) 

Rp. 244.628.000 (dua ratus empat puluh 

empat juta enam ratus dua puluh delapan 

ribu rupiah) 

Sumber anggaran melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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d) Tahun Anggaran 2020 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2020 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

e) Tahun Anggaran 2021 

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2021 dijelaskan dengan Sebagai Berikut : 

 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 668.492.000 (enam ratus enam 

puluh delapan juta empat ratus 

sembilan puluh dua ribu rupiah) 

Rp. 223.253.332 (dua ratus dua 

puluh dua tiga juta dua ratus lima 

puluh tiga ribu tiga ratus tiga 

puluh dua rupiah) 

Sumber anggaran melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

 

4. Berdasarkan Anggaran Dana Desa (DD) dan juga Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 

2021, Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, 

Dana Desa Alokasi Dana Desa 

Rp. 882.943.000 (delapan ratus 

delapan puluh dua juta sembilan ratus 

empat puluh tiga ribu rupiah) 

Rp. 236.875.000 (dua ratus tiga puluh 

enam juta delapan ratus tujuh puluh 

lima ribu rupiah) 

Sumber anggaran melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

Sumber anggaran melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

Tahun 2017 :  
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5. Bahwa dari seluruh kegiatan dan / atau bentuk pengelolaan Anggaran Dana 

Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 

sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun  2017 sampai dengan 

Tahun 2021, dicairkan dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tahun 2017 

2017 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 TAHAP I 
 Rp  

456.693.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 

Juni 2017 sebesar                Rp 146.022.000. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 31 

Mei 2018 sebesar              Rp 336.421.600 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/523/2017 

tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Nomor : 

412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 

336.421.600. 

3 TAHAP II 
 Rp  

304.462.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 

Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 

tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD 

JANUARI 

S/D APRIL 

2017 

Rp    

54.000.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 

April 2017 sebesar                  Rp 54.000.000. 

Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/090/2017 tanggal 

25 April 2017 sebesar Rp 54.000.000 

2 

ADD 

JANUARI 

S/D MEI 

2017 

Rp   

25.750.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 

Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 

tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

3 

ADD 

JANUARI 

S/D JUNI 

2017 

Rp    

41.165.794 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 

Juli 2017 sebesar Rp 41.165.794. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/522/2017 

tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 41.165.794 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

4 

ADD 

JANUARI 

S/D 

OKTOBER 

2017 

 Rp    

25.450.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 

Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/108/2017 

tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

5 

ADD JULI 

S/D 

DESEMBE

R 2017 

 Rp    

26.300.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 

Desember 2017 sebesar Rp 26.300.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/227/2017 

tanggal 28 November 2017 sebesar Rp 26.300.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
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KONSEP 

6 

ADD 

DESEMBE

R 2018 

 Rp    

31.452.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 

Desember 2018 sebesar Rp 31.452.000. 

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 

2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 

tanggal 12 Desember 2018. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 

Tanggal 20 Desember 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018. 

 

Tahun 2018 

2018 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 TAHAP I 
 Rp  

137.685.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 

Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000. 

Kwitansi Pencairan Dana Desa 20% Pada Desa Gisi 

Tanggal 01 Maret 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah 

BKAD. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/328/2018 

Tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 

tanggal 27 Februari 2018.7.685.000. 

Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Juli 

2018 sebesar                      Rp 277.022.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/706/2018 

tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 1.652.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

2 
TAHAP 

II 

 Rp  

275.370.000  

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 

Tanggal 02 Juli 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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KONSEP 

0181/SPM/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 tanggal 

02 Juli 2018. 

3 
TAHAP 

III 

 Rp  

275.370.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 

Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1515/2018 

tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Perintah Pembayaran Nomor: 

0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 

tanggal 04 Desember 2018. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD 

JANUAR

I S/D  

MARET 

2018 

 Rp    

48.900.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 17 

April 2018 sebesar              Rp 48.900.000. 

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada 

Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 12 April 2018 dari 

Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/179/2018 Tanggal 12 

April 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 

Tanggal 16 April 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0110/SPM/404052/2018 tanggal 16 April 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 dari 

BKAD tanggal 16 Februari 2018. 

2 

ADD 

APRIL 

S/D MEI 

2018 

Rp    

47.334.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 07 

Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000] 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/326/2018 

tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
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KONSEP 

3 

ADD 

JUNI 

2018 

 Rp    

32.005.000  

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 25 Juni 2018 

dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/633/2018 Tanggal 21 

Juni 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 

Tanggal 25 Juni 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0177/SPM/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 dari 

BKAD tanggal 25 Juni 2018. 

4 

ADD 

SEPTE

MBER 

S/D 

NOVEM

BER 

2018 

Rp    

48.900.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 

Desember 2018 sebesar Rp 48.900.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1260/2018 

tanggal 27 November 2018 sebesar Rp 48.900.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

5 

ADD 

DESEM

BER 

2018 

 Rp    

31.452.000  

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 

2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 

tanggal 12 Desember 2018. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 

Tanggal 20 Desember 2018. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018. 

 

Tahun 2019 

2019 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 TAHAP I 
 Rp  

150.616.200  

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 

0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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KONSEP 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0067/SPM/404052/2019 tanggal 04 April 2019. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0067/SPM/404052/2018 tertanggal 04 April 2019 

tanggal 04 April 2019. 

2 TAHAP II 
 Rp  

301.232.400  

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 

301.232.400 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 

tanggal 02 Juli 2019. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0169/SPM/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0067/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2019 

tanggal 02 Juli 2019.  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 04 Juli 2019. 

3 TAHAP III 
 Rp  

301.232.400  

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 

0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 

2019. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0445/SPM/404052/2019 tanggal 25 November 

2019. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 

2019 tanggal 25 November 2019. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD APRIL 

s/d JUNI 

2019 

 Rp    

71.991.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp 71.991.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/388/2019 Tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 

71.991.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
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KONSEP 

2019 tanggal 05 Agustus 2019. 

2 

ADD 

AGUSTUS 

S/D 

SEPTEMBER 

2019 

  Rp    

55.603.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019 sebesar 

Rp 55.603.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0331/SPM/404052/2019 tertanggal 23 Oktober 

2019 tanggal 23 Oktober 2019. 

3 

ADD 

NOVEMBER 

S/D 

DESEMBER 

2019 

  Rp    

41.684.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 20 Januari 2020 sebesar              Rp 

41.684.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019 

sebesar Rp 17.775.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019 

sebesar Rp 23.909.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

3 

ADD 

DESEMBER 

2019 

  Rp   

15.475.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut 

tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp 

15.475.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/830/2019 tanggal 27 Desember 2019. 

 

Tahun 2020 

2020 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 Tahap I 
Rp    

357.500.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 

April 2020 sebesar          Rp 357.500.000 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/077/2020 

tanggal 08 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
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KONSEP 

2 Tahap II 
Rp    

353.177.200 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 

Juni 2020 sebesar Rp 132.441.500. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 

September 2020 sebesar Rp 88.294.300. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 

Agustus 2020 sebesar Rp 132.441.500. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 

130.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/036/2020 

tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 2.241.450 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (15%) Nomor : 

412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 21 September 2020 

sebesar Rp 48.600.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/076/2020 

tangal 23 Juli 2020 sebesar Rp 83.841.450. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/112/2020 

tangal 21 September 2020 sebesar Rp 4.715.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (10%) Nomor : 

412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020 

sebesar Rp 83.579.300. 

3 Tahap III 
Rp    

172.265.800 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 

Desember 2020 sebesar Rp 172.265.800. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/ /131/2020 

tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 99.365.800. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 

sebesar Rp 72.900.000. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD JAN 

- MAR 

2020 

 Rp   

38.800.000  

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/088/2020 

Tanggal 08 April 2020 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0163/SPP/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020.  

Surat Perintah Membayar Nomor: 0163/SPM/404052/2020 

tanggal 04 Mei 2020. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
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KONSEP 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 tanggal 

06 Mei 2020. 

2 

ADD 

MAR - 

APRIL 

2020 

 Rp    

45.500.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 

Juli 2020 sebesar      Rp 45.500.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/215.2020 

tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp 45.500.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0318/SPP/404052/2020 

tanggal 27 Agustus 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 0381/SPM/404052/2020 

tanggal 27 Agustus 2020. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 

tanggal 01 September 2020. 

3 
ADD MEI 

2020 

 Rp    

19.200.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 

September 2020 sebesar Rp 19.200.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/369/2020 

tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 

tanggal 21 Juli 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 0278/SPM/404052/2020 

tanggal 22 Juli 2020. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0278/SPM/404052/2020 tertanggal 22 Juli 2020 tanggal 

22 Juli 2020. 

 

ADD 

JUNI S/D 

AGUSTU

S 2020 

 Rp 

57.600.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 01 

Oktober 2020 sebesar Rp 57.600.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/496/2020 

tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 57.600.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

4 

ADD 

SEPTEM

BER 

2020 

 Rp    

19.200.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 

Desember 2020 sebesar Rp 19.200.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/784/2020 

tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/784/2020 

tanggal 14 Oktober 2020. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 

tanggal 23 November 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 

tanggal 23 November 2020. 

5 

ADD 

OKTOBE

R 2020 

 Rp    

19.200.000  

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0538/SPP/404052/2020 

tanggal 01 Desember 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 

tanggal 01 Desember 2020. 

6 

ADD 

OKTOBE

R 2020 

 Rp    

19.200.000  

Surat Permintaan PembayaranNomor: 

0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 

tanggal 03 Desember 2020. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 

tanggal 03 Desember 2020. 

 

Tahun 2021 

 

2021 

DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 Tahap I 
Rp 

267.396.800 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

29 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

27 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

27 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

23 April 2021 sebesar Rp 38.285.000. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

02 Agustus 2021 sebesar Rp 57.600.000. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
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Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar 

Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp 

18.194.360 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 

141.917.440 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 

35.285.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/BLT/352/2021 sebesar Rp 43.200.000 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp 

14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

2 Tahap II 
Rp 

252.966.800 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

02 November 2021 sebesar Rp 195.396.800 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

15 September 2021 sebesar Rp 57.600.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/060/2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/BLT/II086/2021 tanggal 06 September 2021 

sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
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3 Tahap III 
Rp 

105.725.333 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebesar 

Rp 104.898.400 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333. 

Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 

412.2/BLT/III/290/2021 tanggal 01 Desember 2021 

sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

ALOKASI DANA DESA 

No. Tahapan Nominal Keterangan 

1 

ADD 

JANUARI 

2021 

 Rp 

19.200.000  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

27 Mei 2021 sebesar Rp 19.200.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 

tanggal 19 Mei 2021. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0030/SPM/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 

tanggal 20 Mei 2021  

2 

ADD 

FEBRUARI 

2021 

 Rp 

19.200.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 

19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 

tanggal 03 Mei 2021. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0026/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
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tanggal 02 Juli 2021 

3 
ADD MARET 

2021 

 Rp 

19.200.000 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 

19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 

tanggal 03 Mei 2021. 

Surat Perintah Membayar Nomor: 

0027/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 

tanggal 02 Juli 2021. 

4 
APRIL S/D 

JUNI 2021 

 Rp 

57.976.000  

Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan April 

s/d Juni Pada Desa Gisi Tanggal 05 Oktober 2021 

dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/643/2021 Tanggal 28 September 2021 dari 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 

tanggal 05 Oktober 2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0181/SPM/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 

tanggal 06 Oktober 2021. 

5 

ADD JULI 

S/D 

AGUSTUS 

2021 

 Rp 

38.650.667  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

29 November 2021 sebesar 38.650.677. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/924/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 

38.650.667 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa 

Bulan Juli s/d Agustus Pada Desa Gisi Tanggal 11 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
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November 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah 

BKAD. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 

tanggal 11 November 2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0354/SPM/404052/2021 tanggal 11 November 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0354/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 

tanggal 25 November 2021. 

6 

ADD 

SEPTEMBER 

2021 

 Rp 

19.325.333  

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/925/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 

19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa 

Bulan September Pada Desa Gisi Tanggal 07 

Desember 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah 

BKAD. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 

tanggal 06 Desember 2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0405/SPM/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021. 

7 

ADD 

OKTOBER 

2021 

Rp 

19.325.333 

Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 

23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733. 

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 

412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar 

Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

7 

ADD 

OKTOBER 

S/D 

NOVEMBER 

2021 

 Rp 

38.650.667  

Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 

412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 

tanggal 21 Desember 2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. 

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hal. 87 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

0439/SPM/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. 

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 

2021 tanggal 22 Desember 2021. 

 

6. Bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara 

Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh Bendahara Desa Saksi 

David Wadui, Sekretaris Desa YEFTA KOTAMAYA, dan Terdakwa selaku 

Kepala Desa, namun setalah proses pencairan tersebut dilakukan, 

sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan Anggaran Dana Desa (DD) 

dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 

sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, dikuasai dan dikelola 

sendiri Secara Melawan Hukum oleh Terdakwa, yang mana sejumlah uang 

tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang terdapat dalam rumah 

pribadi milik Terdakwa; 

7. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang dengan sengaja secara 

berlanjut telah menyimpan dan/atau menguasai sejumlah uang Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun 

Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, secara nyata telah 

bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :  

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

mempunyai tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, 

menyetorkan / membayar, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
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Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya 

Terdakwa MELKI SIKAWI mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan 

tanggungjawab Saksi David Wadui selaku Bendahara Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. 

8. Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 

Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) Tahun  2017 sampai dengan Tahun 2021 proses 

pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainya, sampai dengan 

pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang 

dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga 

Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara 

9. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang dengan sengaja telah 

mengelola secara berlanjut dan membuat Laporan Pertanggungjawaban 

Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 

Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sendiri tanpa 

melibatkan Sekretaris Desa, secara nyata telah bertentangan dengan  

Pasal 5 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana 

ketentuan tersebut berbunyi : 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas:  

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;  

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa;  

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang 

APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APB Desa;  

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa 

tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;  

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas 

PPKD; dan  
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f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya 

Terdakwa MELKI SIKAWI mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan 

tanggungjawab Saksi Yefta Kotamaya selaku Sekretaris Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara; 

10. Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI secara melawan hukum yang 

dengan sengaja menyimpan, menguasai sejumlah uang dan/atau 

mengelola serta membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan 

Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 

Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dimana 

dilakukan sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, 

menimbulkan permasalahan dalam tataran realisasi kegiatan, yang mana 

dapat dijelaskan dengan sebagai berikut : 

Tahun 2017 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa 

dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan 

cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan 

tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, 

Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh 

pembangunan fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong 

terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan 

material untuk pembangunan fisik tersebut; 

c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa 

uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 123.530.000 

(seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga 

terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 

661.051.394 (enam ratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu 

tiga ratus sembilan puluh empat rupiah); 

Disclaimer
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d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2017 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat 

dijelaskan dengan sebagai berikut : 

a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2017 

dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) 

sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); 

b) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

c) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan 

d) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

Terdakwa beserta keluarganya. 

Tahun 2018 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut 

b. Diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa 

kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat 

dijelaskan dengan sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hal. 92 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa 

dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan 

cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan 

tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, 

Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh 

pembangunan fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong 

terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan 

material untuk pembangunan fisik tersebut; 

d. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa 

uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 258.794.000 (dua 
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ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu 

rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan senilai Rp. 85.467.902 (delapan puluh lima 

juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah); 

e. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2018 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat 

dijelaskan dengan sebagai berikut : 

 

a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2018 

dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) 

sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); 

b) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

c) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan 

d) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

Terdakwa beserta keluarganya; 

 

Tahun 2019 

 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan 

Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera 

Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan cara yang 

melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko 

dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa 

melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan 

fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-

toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk 

pembangunan fisik tersebut; 
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c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang 

(yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 168.760.000 

(seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) 

dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

senilai Rp. 86.859.000 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima 

puluh sembilan ribu rupiah); 

d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2019 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan 

dengan sebagai berikut : 

a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2019 

dikerjakan oleh Saksi Jos Desius Anu (Staff pada kecamatan 

Loloda Utara) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); 

b) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

c) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan 

d) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa 

beserta keluarganya 

 

Tahun 2020 

 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

Disclaimer
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untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa 

dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan 

cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan 

tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, 

Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh 

pembangunan fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong 

terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan 

material untuk pembangunan fisik tersebut; 

c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa 

uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 252.896.000 (dua 

ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu 

rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan senilai Rp. 189.229.000 (seratus delapan 

puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); 

d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2020 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat 

dijelaskan dengan sebagai berikut : 

a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 

dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) 

sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); 

b) Terdakwa memperkaya diri sendiri dengan cara membeli sebidang 

lahan seluas 2 (dua) Hektar sejumlah Rp. 45.000.000 )empat 

puluh lima juta rupiah) (dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli 

Tanah dan Dusun Kelapa, Cenghke, dan Pala) 
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c) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

d) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan 

e) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

Terdakwa beserta keluargany 

Tahun 2021 

a. Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan 

ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, 

terdapat beberapa jenis kegaiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak 

dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di 

pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan 

untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan 

sebagai berikut : 
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b. Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan 

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 

dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa 

dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaanya dilakukan dengan 

cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan 

tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, 

Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh 

pembangunan fisik,  Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong 

terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan 

material untuk pembangunan fisik tersebut; 

c. Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 yang dikelola 

dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa 

uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) 

pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 178.042.000 

(seratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dan 

juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

senilai Rp. 592.290.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus 

sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); 

d. Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa 

(DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 

2021 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat 

dijelaskan dengan sebagai berikut : 

a) Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakaan dan / atau 

membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 

Disclaimer
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dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) 

sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); 

b) Sebagai akomodasi pribadi Terdakwa dalam hal melakukan 

perjalanan-perjanalanan dinas; 

c) Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; 

dan 

d) Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

Terdakwa beserta keluarganya 

 

11. Bahwa perbuatan Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 

Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sekaligus 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) 

sebagaimana telah diuraikan diatas, bertentangan dengan ketentuan 

Perundang-Undangan sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,                      

Pasal 3 ayat (1) : ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan” 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Pasal 59 :  

Ayat (1) : “Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh 

tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 

berlaku” 

Ayat (2) : “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat 

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan 

Keuangan Negara wajib menganti kerugian tersebut” 

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 : 

Ayat (4) huruf d : “Kepala desa berkewajiban menaati dan menegakkan 

peraturan perundang – undangan” 
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Ayat (4) huruf f : “Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata 

pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan 

efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme” 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dan APBN, Pasal 2 : “Dana Desa dikelola secara tertib, taat 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat 

setempat” 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 4 : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri 

atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan 

Pasal 8 Ayat (2) : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. (2) Kaur keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun 

RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

f. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020  

Pasal 7 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas bantuan APBDes 

harus didukung dengan bukti lengkap dan sah” 

Pasal 7 ayat (2) : “Menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran 

material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa MELKI 

SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halmahera Utara sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 

Anggaran 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau 
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Perekonomian Negara sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima 

puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh 

sembilan rupiah) berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan 

negara yang dilakukan oleh Inspektorat Maluku Utara atas Laporan Hasil 

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana 

Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gisik 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 

2017,2018,2019,2020,2021 Nomor: 700.1.2.3/167/ITPROV Tanggal 11 

September 2023 dengan metode perbandingan dokumen 

pertanggungjawaban. 

Perbuatan Terdakwa MELKI SIKAWI selaku Kepala Desa Gisi 

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dan sekaligus selaku 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana 

diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 

Pengadilan Tinggi tersebut; 

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 18 Juli 

2024 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim 

untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding; 

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Juli 2024 Nomor 

11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;  

Membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan 

dan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Ternate tanggal 4 Juli 2024 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte, serta surat-surat 

yang berhubungan dengan perkara ini; 

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Halmahera Utara Nomor Reg. Perk. : PDS.01/Q.2.12/FD.1/02/2024 

tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut: 

Disclaimer
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1) Menyatakan Terdakwa MELKI SIKAWI terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan 

Subsidair. 

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MELKI SIKAWI 

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan 

yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan 

3) Menghukum terdakwa MELKI SIKAWI untuk membayar denda sebesar 

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan 

menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 

Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus 

empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dengan 

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, 

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai 

kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang 

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak 

mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti 

tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 

6 (enam) bulan. 

4) Menyatakan barang bukti:  

1. Fotocopy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa & Perubahan Penjabaran   Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Gisi Tahun 2017; 

2. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi 

Tahun 2018; 

3. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi 

Tahun 2019 

Disclaimer
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4. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi 

Tahun 2020; 

5. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi 

Tahun 2021; 

6. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 

2018; 

7. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun  

2018; 

8. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 

2018; 

9. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 

2019; 

10. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 

2019; 

11. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 

2019. 

12. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 40% Desa Gisi Tahun 

2020; 

13. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 

2020; 

14. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 

2020; 

15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I 60% Tahun 

2017; 

16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 

141/150/HU/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengesahan dan 

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Periode 

2017-2023; 

17. Rekening Koran Desa Gisi Bank Maluku Malut dengan nomor 

0702260011 tahun 2017 s/d 2021; 

18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara 

Nomor:141/359/HU/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halmahera Utara tanggal 03 November 2017; 

19. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cengke dan 

Pala atas nama Muhamad Aref dan Melki Sikawi tanggal 05 Mei 2020 

seluas 2 Ha sebesar Rp 45.000.000; 

20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gisi Nomor: 144/23/Ds-

Gisi/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pengangkatan 

Bendahara Desa Gisi atas nama David Waduy. 

21. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 

823.2/20/BKDPSDA/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

22. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 26.300.000 tanggal 15 Desember 2017; 

23. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017; 

24. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 304.462.400 tanggal 08 Desember 2017; 

25. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017; 

26. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 25.450.000 tanggal 01 November 2017; 

27. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017; 

28. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 41.165.794 tanggal 12 Juli 2017; 

29. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017; 

30. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 146.022.000 tanggal 21 Juni 2017; 

31. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017; 

32. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 336.421.000 tanggal 31 Mei 2017; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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33. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017; 

34. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 54.000.000 tanggal 26 April 2017; 

35. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017; 

36. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 31.452.000 tanggal 21 Desember 2018; 

37. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018; 

38. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 277.022.000 tanggal 09 Juli 2018; 

39. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018; 

40. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 47.334.000 tanggal 14 Mei 2018; 

41. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018; 

42. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 17 April 2018; 

43. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018; 

44. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 04 Desember 2018; 

45. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018; 

46. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 275.370.000 tanggal 12 Desember 2018; 

47. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018; 

48. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 301.232.400 tanggal 04 Juli 2019; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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49. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019; 

50. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar     Rp 55.603.000 tanggal 28 Oktober 2019; 

51. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019; 

52. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 71.991.000 tanggal 05 Agustus 2019; 

53. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019; 

54. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 04 Desember 2020; 

55. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/784/2019 tanggal 14 Oktober 2020; 

56. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 172.265.800 tanggal 23 Desember 2020; 

57. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020; 

58. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 01 Oktober 2020; 

59. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020; 

60. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 88.294.300 tanggal 24 September 2020; 

61. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020; 

62. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020; 

63. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 23 September 2020; 

64. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hal. 108 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

65. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 45.500.000 tanggal 08 Juli 2020; 

66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020; 

67. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 357.500.000 tanggal 09 April 2020; 

68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020; 

69. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 15.475.000 tanggal 28 Februari 2020; 

70. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 27 Desember 2019; 

71. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 44.684.000 tanggal 20 Januari 2020; 

72. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019; 

73. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019; 

74. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 26 Agustus 2020; 

75. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 23 Juli 2020; 

76. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020; 

77. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 24 Juni 2020; 

78. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020; 

79. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020; 

80. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 16 Juli 2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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81. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021; 

82. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021; 

83. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 14.400.000 tanggal 29 Juni 2021; 

84. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021; 

85. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 18.194.360 tanggal 27 Mei 2021; 

86. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021; 

87. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 27 Mei 2021; 

88. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021; 

89. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 141.917.440 tanggal 27 Mei 2021; 

90. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021; 

91. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar    Rp 195.396.800 tanggal 02 November 2021; 

92. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/060/2021 tanggal 11 Oktober 2021; 

93. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 124.223.733 tanggal 23 Desember 2021; 

94. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021; 

95. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021; 

96. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 62.525.333 tanggal 09 Desember 2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
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KONSEP 

97. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

98. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/280/2021 tanggal 01 Desember 2021; 

99. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 30.000.000 tanggal 25 Oktober 2021 

100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 141/013/2021 tanggal 21 

Oktober 2021; 

101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor: 421.1/0838/KT.066/2021 

terkait Bantuan Dana Pendidikan untuk PAUD yang disalurkan melalui 

rekening desa tanggal 13 Oktober 2021; 

102. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 38.285.000 tanggal 23 April 2021; 

103. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021; 

104. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Lain-Lain Nomor: 

412.2/DLL/02/2021 tanggal 22 April 2021; 

105. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 38.650.667 tanggal 29 November 2021; 

106. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

107. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 04 Maret 2021; 

108. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/872/2020 tanggal 20 November 2020; 

109. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/871/2020 tanggal 20 November 2020; 

110. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar   Rp 18.175.000 tanggal 04 Maret 2021; 

111. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/1387/2020 tanggal 28 Desember 2020; 

112. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar    Rp 57.600.000 tanggal 02 Agustus 2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
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KONSEP 

113. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/352/2021 tanggal 29 Juli 2021; 

114. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021; 

115. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 15 September 2021; 

116. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/086/2021 tanggal 06 September 2021; 

117. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Kab. 

Halut senilai Rp 136.033.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada Desa Dana Desa 20% (DD) Pada Desa GISI 

Kec.Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018; 

118. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018; 

119. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2//2018 tanggal 21 Juni 2018; 

120. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 

0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 

28.032.099.000 tanggal 27 Februari 2018; 

121. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018; 

122. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0024/SPM/404052/2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 26 

Februari 2018; 

123. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018; 

124. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah DPPKAD 

Kab. Halut senilai Rp 48.900.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, 

Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 12 April 2018; 

125. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
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KONSEP 

126. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0110/SPM/404052/2018 sebesar Rp 395.995.797 tanggal 16 April 

2018; 

127. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 

2018; 

128. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2018 tanggal 16 April 2018; 

129. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018; 

130. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp 

335.995.797 tanggal 16 April 2018; 

131. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0143/SPM/404052/2018 tertanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 

550.296.577 tanggal 08 Mei 2018; 

132. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. 

Halut senilai Rp 32.005.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi 

Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018; 

133. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018; 

134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018; 

135. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 

0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 

367.952.520 tanggal 25 Juni 2018; 

136. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pengiriman Uang pada Bank 

BPD Maluku Malut tanggal 25 Juni 2018; 

137. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 

2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hal. 113 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

138. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp 

56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018; 

139. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018; 

140. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0181/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 

2018; 

141. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 

2018; 

142. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Tahap II (40)% tanggal 

28 Juni 2018; 

143. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp 

56.064.199.200 tanggal 04 Desember 2018; 

144. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018; 

145. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0377/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 03 

Desember 2018; 

146. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Nomor: 

0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018; 

147. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0397/SPM/404052/2018 sebesar Rp 699.286.429 tanggal 20 Desember 

2018; 

148. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 

Desember 2018; 

149. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018; 

150. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
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KONSEP 

151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. 

Halut senilai Rp 31.452.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial 

Organisasi Kemasyarakatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa 

Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018; 

152. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana DESA Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018; 

153. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0067/SPM/404052/2019 tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp 

30.404.068.000 tanggal 04 April 2019; 

154. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0067/SPM/404052/2019 sebesarRp 30.404.068.000 tanggal 04 April 

2019; 

155. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 

2019; 

156. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019; 

157. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera 

Utara Tahun 2019 tanggal 01 April 2019; 

158. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019; 

159. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0169/SPP/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019; 

160. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0169/SPM/404052/2019 sebesar Rp 60.808.136 tanggal 02 Juli 2019; 

161. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019; 

162. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera 

Utara Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019; 

163. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0169/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp 

60.808.136.000 tanggal 02 Juli 2019; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
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KONSEP 

164. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 

268.501.550 tanggal 05 Agustus 2019; 

165. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019; 

166. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Agustus 2019; 

167. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0331/SPM/404052/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 

55.603.000 tanggal 23 Oktober 2019; 

168. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 sebesar Rp 

20.406.381.600 tanggal 25 November 2019; 

169. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ nomor: 

0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019; 

170. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0445/SPM/404052/2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 

November 2019; 

171. 1  (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 

November 2019; 

172. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera 

Utara Tahun 2019 tanggal 22 November 2019; 

173. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0482/SPM/404052/2019 tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp 

176.159.000 tanggal 20 Desember 2019; 

174. 1 (satu) bundel asli dokumen rekomendasi Pencairan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Nomor: 412.2/088/2020 tanggal 08 April 2020; 

175. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp 

202.650.000 tanggal 06 Mei 2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
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KONSEP 

176. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 

0163/SPM/404052/2020 sebesar  Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 

2020; 

177. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran nomor: 

0163/SPP/404052/2020 sebesar                 Rp 202.650.000 tanggal 04 

Mei 2020; 

178. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020; 

179. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0278/SPM/404052/2020 tertanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 

145.305.000 tanggal 22 Juli 2020; 

180. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020; 

181. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 

0278/SPM/404052/2020 sebesar        Rp 145.305.000 tanggal 21 Juli 

2020; 

182. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 

2020; 

183. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Triwulan Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020; 

184. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus sebesar Rp 45.500.000 

tanggal 01 September 2020; 

185. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS.BJ nomor: 

0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 

2020; 

186. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 

0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 

2020; 

187. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0381/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 

2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
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KONSEP 

188. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0387/SPM/404052/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 

940.995.000 tanggal 28 September 2020; 

189. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 

0387/SPM/404052/2020 sebesar  Rp 940.995.000 tanggal 21 Juli 2020; 

190. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0387/SPP/404052/2020 tanggal 31 Agustus 2020; 

191. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020; 

192. 1 (satu) lembar asli Rekapan Alokasi Pencairan Dana Desa (ADD) 

Tahun 2020 tanggal 23 November 2020; 

193. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS.BJ Nomor: 

0524/SPP/404052/2020 Tanggal 23 November 2020; 

194. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0524/SPM/404052/2020 sebesar Rp 71.295.000 tanggal 23 November 

2020; 

195. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 

November 2020; 

196. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020; 

197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 

0538/SPM/404052/2020 Sebesar                        Rp 319.840.000 

tanggal 01 Desember 2020; 

198. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor:0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 

Desember 2020; 

199. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020; 

200. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0543/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 4.490.000.657 tanggal 03 

Desember 2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
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KONSEP 

201. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pembayaran Nomor: 

0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020; 

202. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp 

4.490.657.000 tanggal 03 Desember 2020; 

203. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan, dan Insentif 

(Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 202 

Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Oktober tahun 2020; 

204. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 

4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021; 

205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021; 

206. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0027/SPM/404052/2021 sebesar  Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 

2021; 

207. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 

2021; 

208. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bulan Maret 2021 tanggal 03 Mei 2021; 

209. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 

4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021; 

210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021; 

211. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0026/SPM/404052/2021 sebesar      Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 

2021; 

212. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 

2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
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KONSEP 

213. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bulan Februari 2021 tanggal 03 Mei 2021; 

214. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Nomor: 412.2/002/2021 tanggal 05 April 2021; 

215. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif 

(Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 

Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Februari Tahun 2021 

tanggal 05 April 2021; 

216. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp 

1.297.189.383 tanggal 20 Mei 2021; 

217. 1 (satu) lembar asli Surat Penyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021; 

218. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0030/SPM/404052/2021 sebesar      Rp 1.297.189.383 tanggal 19 Mei 

2021; 

219. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 

2021; 

220. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

bulan Januari 2021 tanggal 19 Mei 2021; 

221. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Nomor: 412.2/001/2021 tanggal 04 Januari 2021; 

222. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif 

(Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 

Desa di Kabupaten Halmahera Utara bulan Januari Tahun 2021 tanggal 

04 Januari 2021; 

223. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. 

Halut senilai  Rp 57.976.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan 

Keuangan Kepala Desa Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni 

Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Tahun 2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
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KONSEP 

224. 1 (satu) lembar asli Surat Tanggungjawab Mutlak atas nama Melki 

Sikawi untuk kegiatan SILTAP bulan April s/d Juni 2021 tanggal 05 

Oktober 2021; 

225. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Nomor: 412.2/643/2021 tanggal 28 September 2021; 

226. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 

57.976.000 tanggal 06 Oktober 2021; 

227. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

228. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0181/SPM/404052/2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 05 Oktober 

2021; 

229. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 

Oktober 2021; 

230. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. 

Halut senilai Rp 38.650.667 untuk pembayaran Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Juli s/d 

Agustus Kepada Desa Gisi, Kecamatan Loloda Utara Tahun 2021 

tanggal 11 November 2021; 

231. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

232. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021; 

233. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0354/SPM/404052/2021 sebesar Rp 38.650.667 tanggal 11 November 

2021; 

234. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 

November 2021; 

235. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. 

Halut senilai Rp 19.325.333 untuk pembayaran Bantuan Keuangan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
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KONSEP 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September Kepada Desa Gisi, Kec. 

Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021; 

236. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

237. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 

0405/SPP/2021 tanggal 06 Desember 2021; 

238. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0405/SPM/404052/2021 sebesar Rp 268.961.417 tanggal 06 Desember 

2021; 

239. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 

Desember 2021; 

240. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bulan September 2021 tanggal 06 Desember 2021; 

241. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021; 

242. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 

376.150.003 tanggal 22 Desember 2021; 

243. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0439/SPM/404052/2021 sebesar Rp 376.150.083 tanggal 21 Desember 

2021; 

244. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 

Desember 2021; 

245. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama 

Desa Gisi sebesar Rp 136.033.000 tanggal 08 Mei 2018; 

246. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018. 

Dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Cq. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera 

Utara, Cq. Pememrintah Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten 

Halmahera Utara 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
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KONSEP 

4) Memerintahkan kepada Terdakwa MELKI SIKAWI agar membayar biaya 

perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

 

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte, tanggal 4 Juli 2024, yang amar 

lengkapnya sebagai berikut: 

 

M E N G A D I L I: 

1. Menyatakan Terdakwa MELKY SIKAWI telah Terbukti Secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI” ; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKY SIKAWI dengan pidana 

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00  

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 

3. Menghukum Terdakwa MELKY SIKAWI membayar uang pengganti 

sebesar Rp 982.022.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta 

dua puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak 

membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang 

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak 

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 

pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun; 

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

5. Menetapkan agar  terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

6. Menetapkan barang bukti berupa : 

1. Fotocopy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa & Perubahan Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Gisi Tahun 2017; 

2. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi 

Tahun 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
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3. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi 

Tahun 2019 

4. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi 

Tahun 2020; 

5. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi 

Tahun 2021; 

6. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi 

Tahun 2018; 

7. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi 

Tahun  2018; 

8. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi 

Tahun 2018; 

9. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi 

Tahun 2019; 

10. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi 

Tahun 2019; 

11. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi 

Tahun 2019. 

12. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 40% Desa Gisi 

Tahun 2020; 

13. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi 

Tahun 2020; 

14. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi 

Tahun 2020; 

15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I 60% Tahun 

2017; 

16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 

141/150/HU/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengesahan dan 

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara 

Periode 2017-2023; 

17. Rekening Koran Desa Gisi Bank Maluku Malut dengan nomor 

0702260011 tahun 2017 s/d 2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
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18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara 

Nomor:141/359/HU/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 

Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara 

Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017; 

19. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cengke 

dan Pala atas nama Muhamad Aref dan Melki Sikawi tanggal 05 

Mei 2020 seluas 2 Ha sebesar Rp 45.000.000; 

20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gisi Nomor: 144/23/Ds-

Gisi/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pengangkatan 

Bendahara Desa Gisi atas nama David Waduy. 

21. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 

823.2/20/BKDPSDA/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

22. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 26.300.000 tanggal 15 Desember 

2017; 

23. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/227/2017 tanggal 28 November 

2017; 

24. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 304.462.400 tanggal 08 Desember 

2017; 

25. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 

2017; 

26. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 25.450.000 tanggal 01 November 

2017; 

27. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017; 

28. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 41.165.794 tanggal 12 Juli 2017; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
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29. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017; 

30. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 146.022.000 tanggal 21 Juni 2017; 

31. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017; 

32. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 336.421.000 tanggal 31 Mei 2017; 

33. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017; 

34. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 54.000.000 tanggal 26 April 2017; 

35. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017; 

36. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 31.452.000 tanggal 21 Desember 

2018; 

37. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 

2018; 

38. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 277.022.000 tanggal 09 Juli 2018; 

39. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018; 

40. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 47.334.000 tanggal 14 Mei 2018; 

41. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018; 

42. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 17 April 2018; 

43. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
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44. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 04 Desember 

2018; 

45. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 

2018; 

46. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 275.370.000 tanggal 12 Desember 

2018; 

47. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 

2018; 

48. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 301.232.400 tanggal 04 Juli 2019; 

49. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019; 

50. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar  Rp 55.603.000 tanggal 28 Oktober 2019; 

51. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019; 

52. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 71.991.000 tanggal 05 Agustus 2019; 

53. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019; 

54. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 04 Desember 

2020; 

55. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/784/2019 tanggal 14 Oktober 2020; 

56. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 172.265.800 tanggal 23 Desember 

2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
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57. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 

Desember 2020; 

58. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 01 Oktober 2020; 

59. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020; 

60. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 88.294.300 tanggal 24 September 

2020; 

61. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020; 

62. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 

September 2020; 

63. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 23 September 

2020; 

64. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020; 

65. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 45.500.000 tanggal 08 Juli 2020; 

66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020; 

67. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 357.500.000 tanggal 09 April 2020; 

68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020; 

69. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 15.475.000 tanggal 28 Februari 2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
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70. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 27 Desember 2019; 

71. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 44.684.000 tanggal 20 Januari 2020; 

72. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 

2019; 

73. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/749/2019 tanggal 25 November 

2019; 

74. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 26 Agustus 2020; 

75. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 23 Juli 

2020; 

76. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020; 

77. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 24 Juni 2020; 

78. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020; 

79. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020; 

80. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 16 Juli 2021; 

81. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021; 

82. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021; 

83. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 14.400.000 tanggal 29 Juni 2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
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KONSEP 

84. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 

2021; 

85. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 18.194.360 tanggal 27 Mei 2021; 

86. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021; 

87. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 27 Mei 2021; 

88. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021; 

89. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 141.917.440 tanggal 27 Mei 2021; 

90. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021; 

91. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 195.396.800 tanggal 02 November 

2021; 

92. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/060/2021 tanggal 11 Oktober 2021; 

93. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 124.223.733 tanggal 23 Desember 

2021; 

94. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021; 

95. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021; 

96. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 62.525.333 tanggal 09 Desember 

2021; 

97. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
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Hal. 130 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

98. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/280/2021 tanggal 01 

Desember 2021; 

99. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 30.000.000 tanggal 25 Oktober 2021 

100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 141/013/2021 

tanggal 21 Oktober 2021; 

101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor: 

421.1/0838/KT.066/2021 terkait Bantuan Dana Pendidikan untuk 

PAUD yang disalurkan melalui rekening desa tanggal 13 Oktober 

2021; 

102. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 38.285.000 tanggal 23 April 2021; 

103. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 

412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021; 

104. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Lain-Lain 

Nomor: 412.2/DLL/02/2021 tanggal 22 April 2021; 

105. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 38.650.667 tanggal 29 November 

2021; 

106. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

107. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 04 Maret 2021; 

108. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/872/2020 tanggal 20 November 2020; 

109. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/871/2020 tanggal 20 November 2020; 

110. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar  Rp 18.175.000 tanggal 04 Maret 2021; 

111. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

Nomor: 412.2/1387/2020 tanggal 28 Desember 2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
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Hal. 131 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

112. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar  Rp 57.600.000 tanggal 02 Agustus 2021; 

113. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/352/2021 tanggal 29 Juli 

2021; 

114. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 

2021; 

115. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp.57.600.000 tanggal 15 September 

2021; 

116. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/086/2021 tanggal 06 

September 2021; 

117. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 

Kab. Halut senilai Rp.136.033.000 untuk pembayaran Belanja 

Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Desa 20% (DD) Pada Desa 

GISI Kec.Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018; 

118. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018; 

119. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2//2018 tanggal 21 Juni 2018; 

120. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 

0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 

28.032.099.000 tanggal 27 Februari 2018; 

121. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018; 

122. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0024/SPM/404052/2018 sebesar Rp. 28.032.099.000 tanggal 26 

Februari 2018; 

123. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
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Hal. 132 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

124. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah 

DPPKAD Kab. Halut senilai Rp 48.900.000 untuk pembayaran 

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa 

(ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 12 

April 2018; 

125. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018; 

126. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0110/SPM/404052/2018 sebesar Rp 395.995.797 tanggal 16 April 

2018; 

127. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 

tanggal 16 April 2018; 

128. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2018 tanggal 16 April 2018; 

129. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018; 

130. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp 

335.995.797 tanggal 16 April 2018; 

131. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0143/SPM/404052/2018 tertanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 

550.296.577 tanggal 08 Mei 2018; 

132. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD 

Kab. Halut senilai    Rp 32.005.000 untuk pembayaran Belanja 

Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada 

Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018; 

133. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018; 

134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
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Hal. 133 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

135. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 

0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 

367.952.520 tanggal 25 Juni 2018; 

136. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pengiriman Uang pada Bank 

BPD Maluku Malut tanggal 25 Juni 2018; 

137. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 

tanggal 25 Juni 2018; 

138. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp 

56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018; 

139. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018; 

140. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0181/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 

Juli 2018; 

141. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 

tanggal 02 Juli 2018; 

142. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Tahap II (40)% 

tanggal 28 Juni 2018; 

143. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp 

56.064.199.200 tanggal 04 Desember 2018; 

144. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018; 

145. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0377/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 03 

Desember 2018; 

146. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Nomor: 

0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
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Hal. 134 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

147. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0397/SPM/404052/2018 sebesar Rp. 699.286.429 tanggal 20 

Desember 2018; 

148. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 

tanggal 20 Desember 2018; 

149. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018; 

150. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018; 

151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD 

Kab. Halut senilai Rp 31.452.000 untuk pembayaran Belanja 

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 20 

Desember 2018; 

152. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana DESA Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 

2018; 

153. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0067/SPM/404052/2019 tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp 

30.404.068.000 tanggal 04 April 2019; 

154. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0067/SPM/404052/2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 

April 2019; 

155. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 

tanggal 04 April 2019; 

156. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019; 

157. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten 

Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 01 April 2019; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
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Hal. 135 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

158. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019; 

159. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0169/SPP/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019; 

160. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0169/SPM/404052/2019 sebesar Rp 60.808.136 tanggal 02 Juli 

2019; 

161. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 

Juli 2019; 

162. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten 

Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019; 

163. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0169/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Juli 2019 sebesar 

Rp.60.808.136.000 tanggal 02 Juli 2019; 

164. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 sebesar 

Rp.268.501.550 tanggal 05 Agustus 2019; 

165. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019; 

166. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Agustus 2019; 

167. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0331/SPM/404052/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 

55.603.000 tanggal 23 Oktober 2019; 

168. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 sebesar Rp 

20.406.381.600 tanggal 25 November 2019; 

169. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019; 

170. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0445/SPM/404052/2019 sebesar  Rp 20.406.381.600 tanggal 25 

November 2019; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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KONSEP 

171. 1  (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 

tanggal 25 November 2019; 

172. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten 

Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 22 November 2019; 

173. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0482/SPM/404052/2019 tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp 

176.159.000 tanggal 20 Desember 2019; 

174. 1 (satu) bundel asli dokumen rekomendasi Pencairan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Nomor: 412.2/088/2020 tanggal 08 April 2020; 

175. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 sebesar 

Rp.202.650.000 tanggal 06 Mei 2020; 

176. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 

0163/SPM/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 

2020; 

177. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran nomor: 

0163/SPP/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 

2020; 

178. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020; 

179. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0278/SPM/404052/2020 tertanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 

145.305.000 tanggal 22 Juli 2020; 

180. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020; 

181. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 

0278/SPM/404052/2020 sebesar  Rp 145.305.000 tanggal 21 Juli 

2020; 

182. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 

tanggal 21 Juli 2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
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KONSEP 

183. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Triwulan Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020; 

184. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus sebesar Rp 

45.500.000 tanggal 01 September 2020; 

185. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS.BJ 

nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 

Agustus 2020; 

186. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 

0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 

Agustus 2020; 

187. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0381/SPP/404052/2020 

tanggal 21 Juli 2020; 

188. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0387/SPM/404052/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 

940.995.000 tanggal 28 September 2020; 

189. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 

0387/SPM/404052/2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 21 Juli 

2020; 

190. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 

0387/SPP/404052/2020 tanggal 31 Agustus 2020; 

191. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020; 

192. 1 (satu) lembar asli Rekapan Alokasi Pencairan Dana Desa (ADD) 

Tahun 2020 tanggal 23 November 2020; 

193. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS.BJ 

Nomor: 0524/SPP/404052/2020 Tanggal 23 November 2020; 

194. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0524/SPM/404052/2020 sebesar Rp 71.295.000 tanggal 23 

November 2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
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Hal. 138 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

195. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 

tanggal 23 November 2020; 

196. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020; 

197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 

0538/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 319.840.000 tanggal 01 

Desember 2020; 

198. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor:0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 

Desember 2020; 

199. 1 (satu) lembar asli Rekapan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020; 

200. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0543/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 4.490.000.657 tanggal 03 

Desember 2020; 

201. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pembayaran Nomor: 

0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020; 

202. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp 

4.490.657.000 tanggal 03 Desember 2020; 

203. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan, dan 

Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas 

Bagi 202 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Oktober tahun 

2020; 

204. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 

4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021; 

205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021; 

206. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0027/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 

2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
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Hal. 139 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

207. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 

2021; 

208. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bulan Maret 2021 tanggal 03 Mei 2021; 

209. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 

4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021; 

210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021; 

211. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0026/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 

2021; 

212. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 

2021; 

213. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bulan Februari 2021 tanggal 03 Mei 2021; 

214. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Nomor: 412.2/002/2021 tanggal 05 April 2021; 

215. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan 

Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas 

Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Februari 

Tahun 2021 tanggal 05 April 2021; 

216. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 sebesar 

Rp.1.297.189.383 tanggal 20 Mei 2021; 

217. 1 (satu) lembar asli Surat Penyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021; 

218. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0030/SPM/404052/2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 19 Mei 

2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139
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Hal. 140 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

219. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 

2021; 

220. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

bulan Januari 2021 tanggal 19 Mei 2021; 

221. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Nomor: 412.2/001/2021 tanggal 04 Januari 2021; 

222. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan 

Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas 

Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara bulan Januari Tahun 

2021 tanggal 04 Januari 2021; 

223. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD 

Kab. Halut senilai  Rp 57.976.000 untuk pembayaran Belanja 

Bantuan Keuangan Kepala Desa Alokasi Dana Desa Bulan April s/d 

Juni Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Tahun 2021; 

224. 1 (satu) lembar asli Surat Tanggungjawab Mutlak atas nama Melki 

Sikawi untuk kegiatan SILTAP bulan April s/d Juni 2021 tanggal 05 

Oktober 2021; 

225. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Nomor: 412.2/643/2021 tanggal 28 September 2021; 

226. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 

57.976.000 tanggal 06 Oktober 2021; 

227. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

228. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0181/SPM/404052/2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 05 

Oktober 2021; 

229. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 

tanggal 05 Oktober 2021; 

230. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD 

Kab. Halut senilai Rp 38.650.667 untuk pembayaran Belanja 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140
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Hal. 141 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan 

Juli s/d Agustus Kepada Desa Gisi, Kecamatan Loloda Utara Tahun 

2021 tanggal 11 November 2021; 

231. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

232. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021; 

233. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0354/SPM/404052/2021 sebesar Rp 38.650.667 tanggal 11 

November 2021; 

234. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja 

Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 

November 2021; 

235. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD 

Kab. Halut senilai Rp 19.325.333 untuk pembayaran Bantuan 

Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September Kepada 

Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 07 Desember 

2021; 

236. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021; 

237. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ 

Nomor: 0405/SPP/2021 tanggal 06 Desember 2021; 

238. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0405/SPM/404052/2021 sebesar Rp 268.961.417 tanggal 06 

Desember 2021; 

239. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 

tanggal 06 Desember 2021; 

240. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bulan September 2021 tanggal 06 Desember 2021; 

241. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
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Hal. 142 dari 148 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE 
 

 

KONSEP 

242. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 

0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 

376.150.003 tanggal 22 Desember 2021; 

243. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 

0439/SPM/404052/2021 sebesar Rp 376.150.083 tanggal 21 

Desember 2021; 

244. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 

tanggal 21 Desember 2021; 

245. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas 

nama Desa Gisi sebesar Rp 136.033.000 tanggal 08 Mei 2018; 

246. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa 

dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018. 

Dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, 

Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Halmahera Utara, Cq. Pememrintah Desa Gisi Kecamatan Loloda 

Utara Kabupaten Halmahera Utara; 

7.  Membebankan  terdakwa  membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- 

(lima ribu rupiah);  

 

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN 

Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa 

pada tanggal 10 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding 

terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 4 Juli 2024; 

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat 

Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan 

bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan 

kepada Terdakwa/Terbanding; 

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut 

Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Juli 
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2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat 

pada 11 Juli 2024;   

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) 

(Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate masing-masing 

tanggal 11 Juli 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum; 

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum  telah diajukan 

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Halmahera Utara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 telah menyatakan 

banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Ternate Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tangggal 4 Juli 2024 

dengan alasan: 

 Bahwa berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama 

yang memilih dakwaan primair penuntut umum yakni pada Pasal 2 ayat 

(1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah 

dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah keliru, dikarenakan 

dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama hanya bertitik 

tumpu pada jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari 

Terdakwa, bukan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh 

Terdakwa serta bukan dari fakta-fakta yang muncul pada saar 

proses pembuktian di persidangan; 

 Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama 

yang memutuskan nilai Uang Pengganti terhadap Terdakwa senilai Rp. 

982.022.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua 

ribu rupiah), dimana majelis hakim tingkat pertama hanya menghitung 
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jumlah uang pengganti tersebut dari jenis pekerjaan pada Anggaran 

Pendapatn dan Belanja Desa pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 

2021 yang Tidak Terlaksana, merupakan pertimbangan yang keliru 

dikarenakan pada fakta persidangan terungkap bahwasanya pada 

pekerjaan yang terlaksana pun terdapat beberapa jenis 

pembayaran yang dilakukan mark up oleh Terdakwa atau terdapat 

beberapa jenis pembayaran yang seharusnya tidak ada namun 

dibuatkan kwitansi fiktif oleh Terdakwa sebagai seseorang yang 

membuat laporan pertanggungjawaban seorang diri. 

Menimbang bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak 

melihat atas adanya kerugian yang harus di tangggung oleh Terdakwa dalam 

amar putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte 

tangggal 4 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam amar pertimbangan Jaksa 

Penuntut Umum; 

Menimbang juga sebagaimana pertimbangan judex faktie telah tepat dan 

benar dalam mempertimbangkan dan menghitung dari penggunaan Dana Desa 

Gisi dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, 

Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang 

di pergunakan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan, hal 

ini juga mempunyai nilai implikasi terhadap penerapan penghukuman yang di 

terapkan oleh Terdakwa;  

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan 

meniliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara 

persidangan,  salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tangggal 4 Juli 

2024 beserta  bukti – buktinya, dan memperhatikan alasan – alasan  Memori  

Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak 

sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori 

Bandingnya, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama 
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persidangan secara benar menurut hukum, dan kesimpulan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan Terdakwa 

telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum, telah pula tepat dan 

benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih 

oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan 

Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan 

memutus perkara ini dalam Tingkat Banding; 

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi 

Maluku Utara tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang apa 

yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, karena Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta 

yang diperoleh selama dalam persidangan karena Terdakwa telah terbukti 

menikmati harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut; 

 

Menimbang bahwa selain yang telah Majelis pertimbangkan tersebut 

diatas, untuk memberikan putusan yang cukup adil serta diharapkan dari 

putusan Hakim dapat memberikan efek jera terhadap pelaku bukanlah 

mendasarkan pada azas balas dendam, maka putusan yang dijatuhkan Majelis 

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dipandang 

cukup adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan 

pada pembebanan uang pengganti bagi Terdakwa, bukan berdasarkan nilai 

total kerugian negara, melainkan berdasarkan pada seberapa besar atas 

kerugian negara tersebut  yang  dinikmati oleh Terdakwa;  

Menimbang bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya Memori 

Banding dari Jaksa Penuntut umum yang pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat 

banding mempelajarinya adalah merupakan suatu pengulangan atas 

pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, maka untuk itu tidak perlu 

dipertimbangkan kembali, dan oleh karenanya sudah termasuk dalam 

pertimbangan judex faktie putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; 

Menimbang bahwa selanjutnya atas Memori Banding dari Jaksa 

Penuntut Umum, dalam hal ini Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, 
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tidak  mengajukan Kontra Memori banding baik itu yang diajukan oleh Terdakwa 

secara pribadi maupun Penasihat Hukumnya; 

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan 

meniliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara 

persidangan,  salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid-Sus/TPK/2024/PN Tte tanggal 4 Juli 

2024,  beserta  bukti – buktinya dan memperhatikan alasan – alasan  Memori  

Banding  tersebut,  Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat 

Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Jaksa 

Penuntut umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, karena 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah 

mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan secara 

benar menurut hukum, dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan Terdakwa telah terbukti 

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 

dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, telah pula tepat dan benar, oleh 

karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan 

oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan 

Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini 

dalam Tingkat Banding; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate 

tanggal 4 Juli 2024 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte yang dimintakan 

banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan; 

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi pidana, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup alasan 

untuk tetap menahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk 

tetap berada dalam tahanan; 

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini 

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka lamanya 
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Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan;  

 Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya 

perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan 

ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini; 

 Memperhatikan ketentuan  Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindank Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindank Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 

(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I: 

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Halmahera Utara tersebut; 

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 4 

Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut; 

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat 

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,(dua ribu 

lima ratus rupiah);  

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu 

tanggal 11 September 2024 oleh AISA HI. MAHMUD, S.H., M.H.  sebagai 

Hakim Ketua, SUDIRA, S.H., M.H. dan Dr. TIRTA WINATA, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
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umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  

Anggota tersebut, serta LA JAMAL, S.H. sebagai Panitera dengan tidak 

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. 

HAKIM ANGGOTA: 

         Ttd. 

SUDIRA, S.H., M.H. 

 

          Ttd. 

Dr. TIRTA WINATA, S.H., M.H. 

  HAKIM KETUA, 

                 Ttd. 

AISA  HI. MAHMUD, S.H., M.H. 

            PANITERA, 

                   Ttd. 

           LA JAMAL, S.H. 
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